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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon KonvensilTergugat Rekonvensi, umur 29 tahun, agama
Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
tinggal di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, sebagai
"Pemohon KonvensilTergugat Rekonvensi";

melawan :

Termohon Konvensi/lPenggugat Rekonvensi, umur 28 tahun, agama
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Umum, tempat
tinggal di Kabupaten tangerang Propinsi Banten,, sebagai
"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 28 Januari 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap
Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa
dengan register Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil
sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2015 di hadapan
Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten
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Pati Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Buku
Nikah Nomor: xxxx/024/VI11/2015 tanggal 6 Agustus 2015;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah
tangga terakhir tinggal bersama di Kabupaten tangerang Propinsi Banten;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun
belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada Desember 2017,
rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai
berikut; Termohon memiliki ganguan Bipolar yang diakui oleh
Termohon;

Termohon melakukan kekerasan kepada Pemohon seperti
memukul badan Pemohon;

Ketika sedang terjadinya perselisihan Termohon sering meminta
cerai kepada Pemohon;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai
puncaknya kurang lebih terjadi pada awal Nopember 2018, dimana
Pemohon pergi dari kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak tinggal serumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan
seperti layaknya suami istri lagi;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi
suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan
rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk
membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah
tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1
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Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan
apabila gugatan ini dikabulkan;
Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari

perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cqg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon
KonvensilTergugat Rekonvensi);

Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon KonvensilTergugat
Rekonvensi) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (Termohon Konvensi/lPenggugat Rekonvensi) di
depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim
dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak
berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya
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mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016,
dengan mediator Dra. Hj. Saniyah, K.H., namun upaya tersebut juga
gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal .............. , selanjutnya
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon
telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal ................... , pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah
mengajukan duplik tertanggal .................. pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon tersebut di
atas, Pemohon telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi pada
pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :
A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari
Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang NIK
32710505019xxxxx,tanggal 07-09-2016 bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P1;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pati Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah, Nomor
xxxx/024/V111/2015 Tanggal 08 Agustus 2015, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 32710522061xxxxx yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat, tertanggal 22 Juni 2016, ,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi percakapan WhatsAap permitaan No. Rekening
Termohon, tertanggal 30 Januari 2019, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P4;

5. Fotokopi Slip Gaji Pemohon dari bulan Oktober 2018 dan bulan
Februari 2019,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

6. Print out bukti transaksi pembayaran hutang Pemohon yang ditarik
setiap bulannya,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

~

. Print out percakapan di WhatsAap, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P7;
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8. Print out di WhatsAap pengakuan Termohon mengindap
bipolar.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

B. Bukti Saksi.
1. ..., Sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim,
dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon
tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; ;

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis namun sejak Desember 2017 rumah tangganya
mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan
Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang perhatian dan
tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, salah
satu contohnya Termohon selalu bangun sudah siang, sementara
Pemohon dari pagi sudah bangun pagi terlebih dahulu, Ternohon ;

- Bahwa ya,Termohon juga kurang homat kepada saksi sebagai ibu
kandung Pemohon/mertua Termohon , karena Termohon pernah
membentak saksi

- Bahwa Termohon pernah dirawat dirumah sakit,namun saksi tidak
tahu di rumah sakit mana Termohon dirawat,karena saksi tidak
pernah diberitahu. Pernah waktu Pemohon vidio call hendak
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memberitahukan kalau Termohon sedang dirawat dirumah sakit,
namun belum sampai tuntas pembicaraa saksi dengan Pemohon,
hp direbut oleh Termohon sehingga saksi tidak bisa melanjutkan
percakapan saksi dengan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah
namun sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019, hingga
sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan
kediaman bersama Pemohon; ;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan
perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar
dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon
dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. ..., Sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim,
dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon
tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; ;

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis namun sejak Desember 2017 rumah tangganya
mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan
Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;
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- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah
mennghormati Pemohon, dan Termohon mempunyai sifat
tempramental,suka berkata kasar,suka membentak bentak,kepada
Pemohon;

- Bahwa ya,Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati
keluarga Pemohon, sebagai contoh pada saat keluarga Pemohon
berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak
memperlakukan keluarga Pemohon dengan baik bersikap cuek,
bahkan sekedar menawarkan minumpun tidak, selain itu saksi saksi
pernah melihat sendiri Termohon membentak ibu kandung
Pemohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mengalami keguguran 2
kali , waktu keguguran yang pertama tidak ada tindakan medis,
sedangkan mengalami keguguran yang kedua ada tindakan medis;

- Bahwa biaya yang dikeluarkan setahu saksi lumayan banyak
sekitar 20 juta lebih;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah
namun sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019, hingga
sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan
kediaman bersama Pemohon; ;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan
perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar
dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon
dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah
mengajukan ala-alat bukti berupa :
A. Bukti Surat :
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1. Fotokopi .cccooreiiiiiiiiiins Bukti surat tersebut telah
dimeteraiposkan (dinazagelen) dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.1,
2. Fotokopi ....cccoceveeriiiiennn. Bukti surat tersebut telah
dimeteraiposkan (dinazagelen) dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2;
3. FOtokopi ...cccveveveiiiiieaennn, Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi ....cccoceeviiviniiennns Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

B. Saksi:

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di

bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ............... Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
bernama .................. ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah
tangga terakhir di ..........cccceenene. ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah/belum
dikaruniai seorang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis namun sejak ........... rumah
tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari
pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon karena ...........cccccce...... :

R Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah
kurang lebih sejak .... (......... ) bulan lalu sampai dengan
sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman
bersama ialah Termohon, karena diusir oleh Pemohon;

- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat
ini Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberikan
nafkahnya kepada Termohon dan hanya memberikan biaya
sekolah untuk anak dan itupun harus diminta oleh Termohon,
karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling
komunikasi sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Termohon sudah
cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun
dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah
mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan
Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk
merukunkan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu pernah bekerja
di Bank, namun sekarang saksi tidak mengetahui Pemohon
bekerja apa dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;

- Bahwa upaya damai tersebut sudah saksi dan suami

saksi lakukan sebagai orang tua dari Termohon, namun
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saksipun sangat sengsara melihat anak diperlakukan tidak
baik oleh Pemohon;
2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di

bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ............... Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
bernama .................. :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah
tangga terakhirdi ...............cccee ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah/belum
dikaruniai seorang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis namun sejak ........... rumah
tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari
pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon karena ...........cc.......... ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah
kurang lebih sejak .... (......... ) bulan lalu sampai dengan
sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman
bersama ialah Termohon, karena diusir oleh Pemohon;

- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat

ini Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberikan
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nafkahnya kepada Termohon dan hanya memberikan biaya
sekolah untuk anak dan itupun harus diminta oleh Termohon,
karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling
komunikasi sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Termohon sudah
cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun
dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

= Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah
mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan
Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk
merukunkan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu pernah bekerja
di Bank, namun sekarang saksi tidak mengetahui Pemohon
bekerja apa dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;

- Bahwa ........... :

- Bahwa upaya damai tersebut sudah saksi dan suami
saksi lakukan sebagai orang tua dari Termohon, namun
saksipun sangat sengsara melihat anak diperlakukan tidak
baik oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan
mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis
tertanggal ................. pada pokoknya sebagaimana dalam kesimpulan
Pemohon tersebut, dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa,;

3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. ............. B CUPT rupiah)
setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. ........... I PP
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rupiah);
- Mut'ah berupa .............ccceee ;
4. Membebankan biaya menurut hukum;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutannya tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang
telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah
termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan
dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah
mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan
dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam
Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon
asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai
Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai
Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat
Rekonvensi;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang
menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak
terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1)
huruf (&) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan
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Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, bahwa
Termohon bertempat tinggal di .................. , Kabupaten/Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten, dengan demikian perkara a quo berada dalam
yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonnya mendalilkan
telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  Termohon  pada
tanggal ............. dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan ........................ , dan kehidupan rumah tangganya
sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing
untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1)
HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam,
Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah
ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Dra. Hj. Saniyah, K.H., namun
upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator
tertanggal 28 November 2018 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan
Termohon didasarkan atas dalil-dalii bahwa rumah tangga Pemohon
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dengan Termohon sejak .................... tidak harmonis yang disebabkan
Karena ..o, Akibat dari perselisihan dan
pertengkaran tersebut sejak ............ccccco... , antara Pemohon dengan

Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti
layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,
Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui
adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon,
namun menolak yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam
jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan tidak
keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya
tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1,
P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :
Rosalina binti M. Soegiarto dan Ajeng Dhana Roswita binti Warsito;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 (berupa
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH
Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas
Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (berupa Print out percakapan
Pemohon dan Termohon di media sosial (WhatsApp), yang menurut Pasal
5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi &
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Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, “Informasi dan / atau elektronik
dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Dan
ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih
dalam Undang-Undang a quo “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain
yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu
informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau
Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di
dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.” Namun
demikian alat bukti a quo suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis
Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan
masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang
seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu
memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan
saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan
pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain,
oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170,
171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai
pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah
memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu
dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara
yang pada intinya sebagai berikut :
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- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah
sekitar tahun ............... dan telah dikaruniai .... (....) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak sekitar ..... [ ) tahun yang lalu,
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara
Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah
yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan
Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih ....
(creen ) bulan (menurut saksi 1) atau selama lebih kurang ..... (cerenr)
bulan (menurut saksi 2) sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon masih memberikan
nafkah kepada Termohon;

- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha
menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dahulu bekerja di bank, namun sekarang bekerja
serabutan dengan penghasilan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil
bantahan dan gugatat baliknya (rekonvensi), telah mengajukan bukti surat
yang diberi kode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7, serta 2 (dua) orang
saksi, masing-masing bernama : Rusiati binti Wiryo Dikromo dan Hari
Priyanto bin Suharjo;

Menimbang, bahwa bukti T.1, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2, Print out percakapan Pemohon
dan Termohon di media sosial (WhatsAap), yang menurut Pasal 5 ayat (1)

“Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi
Elektronik Dalam Prakteknya, “Informasi dan / atau elektronik dan / atau
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Dan ditambah
dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam
Undang-Undang a quo “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang
diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi
harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau
Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di
dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.” Namun
demikian alat bukti a quo suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis
Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan
masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3, (berupa Fotokopi Buku
Rekening Bank BCA atas nama Termohon dari tahun 2009 sampai
dengan tahun 2018). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH
Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4, (Fotokopi Slip pemindahan
dana melalui Bank BCA dari rekening Pemohon ke rekening Termohon).
Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5, (Fotokopi bukti pembayaran
biaya sekolah TK atas nama Carrisa Wijaya, tanggal 20 Nopember 2014,
yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam terpadu AULIYA). Bukti
tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
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dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6, (Fotokopi bukti Transfer untuk
keperluan biaya sekolah anak melalui Bak BNI). Bukti tersebut merupakan
akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai
Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7, (Fotokopi bukti transfer dari
rekening Pemohon ke rekening Termohon melalui Bank MANDIRI, tanggal
13 Desember 2016). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH
Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang
seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu
memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan
saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan
pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain,
oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170,
171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat
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(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai
pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah
memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu
dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara
yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang
menikah sekitar tahun ......... dan telah dikaruniai ... (.....) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun ........ (menurut saksi
1), sekitar .... (.....) tahun yang lalu (menurut saksi 2), rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan
Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon karena Pemohon ...................... :

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan
Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah selama ... (........ ) bulan
sampai dengan sekarang;

- Bahwa Pemohon semula bekerja di Bank, namun sekarang tidak
tahu;

- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha
menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian
adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal
22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus
suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga
atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi Kketentuan pasal-pasal
tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang
saksi keluarga/orang dekat dari Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang
saksi keluarga/orang dekat dari Termohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon,
jawaban Termohon serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak
sekitar ............ , sudah tidak harmonis karena mereka sering berselisih
dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon karena masalah nafkah dan ............... ;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak
sekitar .......... atau selama lebih kurang ... (....... ) bulan sampai
dengan sekarang dan selama itu diantara mereka sudah tidak dapat
melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh para saksi,
keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis Hakim di
persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk
melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan
perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali
rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik
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cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan
pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk
kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri,
tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan
satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon
dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu
perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan
suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan
tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon
dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar ............. atau selama
lebih kurang ... (.....) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan
antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh
Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian
rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur
pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak
sekitar .......cccceeee... atau selama lebih kurang ... (....... ) bulan hingga
sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi
untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur
kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada
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setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah
mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun
upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil,
dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman
hati, saling mengasihi dan menyayangi (sakinah, mawadah, warahmah)
sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

loiSanil L2lg)l pSansiil go oS 31> 0l aili] e
bV s (w9 Ol ao>,9 8390 Sin Jr>g Lgal
V9 ISR ©gal

Artinya:"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang
pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga
apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya
perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya
menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo
Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa

antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga
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perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah
tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang
harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon
dengan Termohon serta pisah tempat tinggal sejak sekitar ........... atau
selama lebih kurang ... (......) bulan, dan selama itu antara Pemohon
dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami
istri, hal ini menunjukkan ikatan batin berupa sakinah, mawadah
warrohmah antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana
ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah
kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia
karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja
salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada
dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan sakinah, mawadah
warrahmah (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan
menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung
dengan pisah tempat tinggal sejak sekitar ............ atau selama lebih
kurang ... (......) bulan, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon telah pecah (broken marriage), jika dengan keadaan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap
dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan
bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan psikis yang
berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah
pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat
dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu
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sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak,
hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin
lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran
demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan
pisah tempat tinggal sejak sekitar ............ atau selama lebih kurang ...
(.....) bulan dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap
dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih
besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan
damai (sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki oleh
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3
Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Bagarah ayat 227 :
pale gaode alll 515 UL 15352 O)s
Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak,
maka sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui";
2. Kitab Al-Figh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527,
karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

V eoMuullg 6Muall aude algalg s Mug loums axzg il 6

IeVg 0
Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan

yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan
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untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan
suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan
sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak
boleh melakukan kemadharatan;
4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz 1, halaman 83
yang berbunyi :
slxdl o louai a> GMall pllas MVl L1 284
Cuai can>g gl Vo @il lga9 a2 ans oo Oez9,ll
olizo ,LoiwVl OV To, 1€ O 85900 Tl alou
ol L lang :sall auwll guz gl a5l e oS Ol
alloxll
Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga
sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak
bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan
suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya
yang bertentangan dengan semangat keadilan”;
5. Kitab Al Mar'ah bain al-Figh wa al-Qanun oleh Dr. Musthafa As
Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

Llas gliidly @lasall go paitianiV ax> gl sLadl ols
»2>Vg pgSolawg >VoVl awsis &l st go A5 9
elisdl L Clusl oS lageg puotlio gur glaiz] 9
ad Wl ngiii Ol paxdl g0 ail 9 Lgaligl LS Lulas
2>l IS inags alll J ol gazg il Guad Gus anz gl
Sl g aiss Lalall aso 2z ailezd o1 IS, i Logio
Artinya :“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak
dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu

justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap
pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak
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ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling
membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya
perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat
diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik
adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang
suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah
menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya,
barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan
dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka dengan merujuk kepada Pasal 117 dan Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan
dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat
Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam
konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan
dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang -
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang
menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak,
nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama
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dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”,
oleh karena itu Majelis berpendapat gugat balik Penggugat Rekonvensi
tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan
tuntutan/gugat balik sebagai berikut :
1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. ........... N (P rupiah) atau
setidaknya setara dengan mahar waktu nikah berupa emas murni 100
gram dan peralatan shalat;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. ........... B GO rupiah) setiap bulan atau
seluruhnya sejumlah Rp. ........... N rupiah);
3. Nafkah lalu (madiyah) selama 100 bulan (8 tahun 4 bulan)
seluruhnya sebesar Rp. ........... N rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp. ........... N (P rupiah) setiap bulan
sampai anak tersebut dewasa;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat
Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban
dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mut’ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

2. Nafkah iddah sebesar Rp. ........... I rupiah) setiap
bulan atau seluruhnya sejumlah Rp. ........... N rupiah);

3. Nafkah lalu (madiyah) menolaknya karena selama ini

Pemohon tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemapuan
Pemohon ;

4, Nafkah anak sebesar Rp. ........... y (ceveeen rupiah) setiap bulan
sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di
persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti
surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7, serta 2 (dua) orang saksi
sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi telah
mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi

“Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan
dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis
Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

a. Mut’ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut’ah
berupa uang sebesar Rp. ........... y G, rupiah) atau setidaknya setara
dengan mahar waktu nikah berupa emas murni 100 gram dan peralatan
shalat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut’ah tersebut, Tergugat
rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa emas
24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat
rekonvensi tentang mut'ah kurang wajar dan kesanggupan Tergugat
rekonvensi juga kurang wajar, karena mut'ah merupakan kewajiban
agama bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, oleh karena
itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi
rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat
rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan para saksi bahwa
Tergugat Rekonvensi sekarang kerjanya serabutan, sehingga Majelis
Hakim berpendapat apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk
membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang dengan
nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu
mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur’an Surat Al-Bagarah (2) ayat 241 :
IM»s)”=sURJu=19ur 7i»tFtB A$ra[+eéy)e9$$i/ ( $[))ym
[In?ta [JUUE)GR|@9$ #
Artinya : “ Bagi wanita—wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi
mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang
yang tagwa’;
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2. Al-Qur’an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

( £ &dgaeinGy)su £ édgamihZ| ur %[n#uZ| Wx[JiHsd

Artinya : “Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu
dengan cara yang sebaik- baiknya”;

3. Kitab Il'anatut thalibin juz Il hal 356, yang diambil alih sebagai

pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Leraw pas 91,2 anio asl 9lg slgloge azg ) asle caz
Artinya : “Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mutah
kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu
budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”;

b. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah
sebesar Rp. ........... y G, rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah
seluruhnya sebesar Rp. ........... N o rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi
berupa nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya
sanggup sebesar Rp. ........... QM- rupiah) setiap bulan atau selama
masa iddah seluruhnya sebesar Rp. ........... B rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat
rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah kurang wajar dan
kesanggupan Tergugat rekonvensi wajar, karena selama ini Tergugat
rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun nafkah selama masa
iddah merupakan kewajiban agama bagi seorang suami yang akan
menceraikan istrinya, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenubhi
rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat
rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan para saksi yang
menyatakan bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan
tetap, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah
selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal

sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;
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Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu
mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :
1. Al-Qur’an Surat Al-Bagarah (2) ayat 228 :
as &ayrafe% 4 JpsW»n=r0 “1gAiayRr'l/ £SA/UZtIL]]
£M»s) =sURJ@9$#ur
Artinya : “Wanita-wanita yang  ditalak hendaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru’*
2. Kitab Syarqgowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang diambil
alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :
lerle zoill s> sl axnz, cailS sainoll asiaig
aisUalaus o
Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada
dalam talak roji, karena masih tetap tanggungan bekas
suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan
bekas suaminya “;
3. Kitab Al-Muhadzab Juz Il halaman 164 yang diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:
led az9 Lz, LM Jg5aJl ans ail ol J=,01 sl 15)
sandl 9 agailly (uSaull
Artinya : “Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj’,
maka wayjib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya
serta memberi nafkah selama iddah “;
4, Kitab Fathul Wahab, juz Il, halaman 137, yang diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:
919 logs lgzg>99 B u2iti (9 a>9g ) aigoS b2 aidog
Artinya : “Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah
isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari”;
c. Nafkah Madiyah
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang
lalu (madiyah) selama 100 bulan (8 tahun 4 bulan) seluruhnya sebesar

Rp. e, B (PP rupiah) dan atas gugatan tersebut, Tergugat
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Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat
Rekonvensi tidak akan memberikannya, karena selama berumah tangga
Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah sesuai dengan
kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah tersebut
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan
gugatannya tersebut, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat
rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun berdasarkan
keterangan para saksi tersebut, tidak terbukti adanya bahwa selama
perkawinan berlangsung Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah sepatutnya
ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena nafkah iddah selama masa iddah
dan mut'ah telah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas dan
merupakan kewajiban suami akibat dari perceraian, maka untuk
memenuhi rasa keadilan dan agar putusan tidak illusoir, Majelis Hakim
memerintahkan  kepada  Pemohon/Tergugat  Rekonvensi  untuk
menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut kepada
Termohon/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

d. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas untuk

masa yang akan datang dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan

sebesar Rp. ........... B o rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut,
Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. ........... & rupiah)
setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban

orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
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Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak sepakat
tentang nominal nafkah anak, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan
dengan mempertimbangkan tunutan Penggugat Rekonvensi dengan
mempertimbangkan kebutuhan dasar anak serta penghasilan Tergugat
Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenubhi
rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan kebutuhan dasar anak, apabila
Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang
bernama ..........cccee..... , umur ... tahun, setiap bulan melalui Penggugat
Rekonvensi dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar
putusan di bawah ini dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya, di
luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup
mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu
mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

a. Al-Qur’an Surat al-Bagarah ayat 233 :

e Q@IS 9 g9y al 29lgall oo

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewejiban bapaknya
untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

b. Kitab I'anatuth Thalibin juz [V halaman 99, yang diambil
alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya @ "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka
nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah”.

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz 1l halaman 177, yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya : “Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak *;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi
ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974,
Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

Menimbang, bahwa  terhadap  bukti-bukti  yang  tidak
dipertimbangkan baik dalam konvensi, maupun dalam rekonvensi, dan
dianggap kurang relevan sepatutnya dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan
Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

3.1. Mut'ah berupa uang sebesar

RP. i, 100 (ceveeeeeeiiieee e );
3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar

Rp. e, [0

yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3.3. Nafkah anak yang bernama ...........ccccceeeiiiennennne sejumlah

Rp. i, G ) setiap bulan di luar biaya Pendidikan

dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut
dewasa atau mandiri;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 780000, ( tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
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Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 30
Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulgaidah 1440 Hijriyah
dengan Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua
Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., sebagai
hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota serta dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H., sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.
Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

a. Pendaftaran :Rp 30.000,00

b. ATK Perkara :Rp 50.000,00

C. Panggilan :Rp 684.000,00

d. PNBP Panggilan :Rp ,00

e. Redaksi 'Rp 10.000,00

f. Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
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